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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 2 ':1 TAH UN 2001 

TENTANG 

PERUBAHAN AT AS PERA TURAN DAERAH KABUP ATEN DAERAH 
TINGKAT II KARANGANY AR NOl\1OR 3 TAI-IUN 1996 TENfANG 

PERUSAI-Li\AN DAERAH BANK PERKREDIT AN RAKYAT 
BANK PASAR KABUPATEN DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

TING KAT II KARANGANY AR 

DENG AN RAHMA T TUI-IAN YANG MAHA ESA 

BIB' A TI KARANGANY AR, 

a. bahwa Pcraturan Dacrah Kabupatcn Dacrah Tingkat 11 
Karanganyar Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perusahaan Dacrah 
Bank Perkrcditan Rak.-yat Bank Pasar Kabupaten Daerah 
Tingkat II K.aranganyar. yang disahkan dengan Keputusan 
Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 
188.3/384 N1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 62 Tahun 
1996 Seri D Nomor 53 sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dcwasa i.ni, oleh karena itu perlu diubah; 

b. bahwa untuk mak.sud tcrsebut pcrlu clianu· clan ditetapkau clcngan 
Pcraturan Daerah. 

1. lTndang-un·dang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi J awa 
Tengah; 

2. Undang-undang Nomor S Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun • 1962 
Nomor 10, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 

1 . Undang-unclang Nomor 7 Tahun 1992 tent.mg Pcrb,mkan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3772 
scbagaimana tclah diubah dcngan Undang-undang Nomor 10 
Tahun 1998 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3790); 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenlang Pemerinlahan 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahw1 1999 
Nomor 60, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomqr 3839); · 



5. Kcputusan Presidcn Nomor 44 Talmo 1999 tentang Tcknik 
Penyusunan Pcraturan Perundang-undangan dan Bentuk 
Rancangan Unclang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah 
clan Rancangan Keputusan Presiden; 

6. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 4 Talmn 1993 tentang 
Pcrusahaan Daerah Bank Pcrkrc<litan Rakyat; 

7. Keputusan Mcntcri Kcuangan Nomor 221/KMK.017/1993 
tentang Dank Perkrcditan Rakyat; 

8. Kcputusan Mcntcri Dalam Ncgeri <lan Otonomi Dacrah Nomor 
44 Tahun 2000 Tcnt.ang Pecloman Organisasi dan Tata Kerja 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri clan Otonomi Daerah Nomor 
45 Tahun 2000 tcntang Direksi clan Dewan Pengawas Perusahaan 
Daerah Bank Perkrcdilan Rakyat; 

10. Keputusan Menteri Dal.am Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 
46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat; 

11. Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Karanganyar 
Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank 
Pcrkrcditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II 
Karanganyar ( Lcmbaran Daerah Kabupatcn Daerah Tingkat II 
Karang.1nyar Nomor 62 Tahun 1996 Seri D Nomor 53 ). 

Dcngan pcrsctujuan 

DEW AN PER W AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN KARANGANY AR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAER.AH KA13UPATEN KARANGANY AR TENTANG 
PERUBAfIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TING KAT II KARANGANY AR NOMOR 3 T AHUN 1996 TENT ANG 
PERUSAHAAN DAERAJ-1 BANK PERKREDtrAN RAKYAT BANK 
PASAR KABUPATEN DAERAH '11NGKAT II KARANGANYAR 

Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Karanganyar Nomor 3 
Tahun 1996 tcntang Pcmsahaan Dacrah Bank Pcrkrcclitan Rakyat Bank Pasar 
Kabupatcn Dacrah Tingkat II Karanganyar yang clisahkan dengan Keputusan 
Gubernur Kepala Dacrah Tin~t I Jawa Tengah Nomor 188.3/384 N1996 
clan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
K.aranganyar Nomor 62 Talmn 1996 Sep D Nomor 53 diubah sebagai 
bcrikut : 

1. Semua kata Bupati Kcpa1a Daerah diuba11 dan dibaca Bupati. 

2. Semua kata Gubemur Kcpala Daerah dan Gubemur Kepala Daeral1 
Cq. A.ssist-:n Sckwilda Tingkat I bidang Administrasi Pembangunan diubal1 
dan dibaca Gubemur. 



:, : Kctentuan Pasal 1 huruf a, b, c, d, dan c diubah sehingga kcscluruhan 
sebagai berikut : 

Pasal t 

·oaiam Pcraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Kara.Hganyar; . 

Pasal 1 bcrbunyi 

:1,· 
b. Pcmerintah Daerah adalah Bupati bescrta Pcrangkat Dacrah Otonom yang lain scbagai 

Badan Eksekutif Daerah; 

c. Bupati adalah Bupati Karanganyar; 

d. Gubcmur adalah Gubcmur Jawa Tcngah; 

e. Perusah.an Daerah Bank Perkrcclitan Rakyat 13ank Pasar yang selanjutnya disingkat 
PD. BPR Bank-Pasar adalah I3ank Pcrkrcditan Ral-.-yat Milik Pemerintah Dacrah yang 
Modalnya bail< selwuhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang 
dipisahkan; 

f. Dircksi adalah Direksi PD. BPR Bank Pasar; 

g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pcngawas PD. BPR Bank Pasar; 

h. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Pasar. 

4. Kctcntuan Pual 3 ayat ( 2 ) diubah schingga kcseluruhan Pasal _3 berbunyi sebagai 
bcrilrut: 

Pasal 3 

(1) PD. BPR Bank Pasar sebagaimana <l.imaksud Pasal 2 Peraturan Dacrah ini 
berkcdudukan di Ibukota Kabupatcn Karanganyar. 

(2) PD BPR Bank Pasar sebagaimana climaksud ayat (1 ) Pasal ini dapat mcmbuka 
Kantor Cabang atau Cabang Pembantu dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah dan 
membuka Kantor Kas dalam wilayah dacrah scsuai dengan peraturan yang berlaku. 

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) clan ayat (2) diubah schingga keselumhan Pasal 8 bcrbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Modal Dasar PD. BPR Bank Pasar scbagaimana dimaksud Pasal 2 Peratw'an Daeralt 
lni ditetapkan sebcsar Rp. 15.000.000.000,00 ( lima betas milyar rupial1 ). 

(2) Modal disetor PD. BPR Bank Pasar adala.h sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat 
milyar lima ratusjuta rupiah). 

(3) Modal PD. BPR Bank Pasar mcrupakan Kckayaan Dacralt yang dipisallkan. 

6. Ketentuan Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut : 

Pasal 11 

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi ha.ms menienuhi pcrsyaratan sebagai 
berikut: 

a. Tidak termasuk dalarn daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai · dengan yang 
ditetapbm oleh Bank Infonesia; 
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b. Mcmpunyai integritas berdasarkan penilaian Bank Indonesia yang meliputi akhlak dan 
moral yang baik, mcmatuhi Pcraturan Pcrundang-undangan yang berlaku dan bcrscdia 
mcngembangkan clan melakukan kegiatan ll<Jaha Bank Perkreclitan Rakyat secara 
sehat; 

c. Sc!w ja.mwtl dan rohani; · 

d. .D.l"'rr Pcnilaian Prcstasi Kcrja (DPPK) tcrakhir dengan nilai rata-rata bail< atau 
clari lnstansi Calon yang mcliputi loyalitas, · disiplin, tanggung jnwah, 

tcjujuran dan kcpcmimpinan; 

Mcrniliki latar belakang pcndic.likan sckurang-kurangnya setingkat Diploma ill atau 
' Sarjana Muda dan diutarnakan Sarjana lcngkap (S 1) di bidang ekonomi kcuangan atau 

hukurn; 

f. Memiliki pcn-galaman kerja dibidang Pcrbankan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 
Dalarn hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sckurang-kurangnya 50 % 
(lima puluh pcrscratus) dali Anggota Dircksi wajib bcrpcngalaman clalam operasional 
bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun scbagai pejabat di bidang pcndataan atau 
perkreditan; 

g. Usia belWTt mclampaui 60 (enam puluh) t;ihun. 

7. Kctcnhmn Pa.11al 12 ditamhah ayat ( 6 ) schag.1i hctikut : 

(6) Anggota Dircksi yang tclah habis masa jabata.nnya dan tidak diang.kat lagi, sebagai 
Direksi serta belum memasuki masa pensiun dapat cliangkat dalam jabatan struktural 
tertinggi dibawah Direksi. 

8. Ketcntuan Pasal 22 ayat ( 2 ) diubah schingga kcsclwuhan Pasal 22 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 22 

(1) Dewan Pcngawas mcnctapkan kcbijaksanaan urrium, menjalankan pcngawasan dan 
pengendalian serta pembinaan tcrhadap PD. BPR Bank Pasar. 

(2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang .. 
kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang cliangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. 

(3) Dalammenjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati. 

(4) Antar mama Dewan Pcngawas clan atau antara Anggota Dewan Pcngawas dcngan 
Anggota Dircksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga bail, 
menurut garis lurus maupun kcsamping tcnnasuk rnenantu dan ipar. 

(S) Apabila hubungan kcluarga scbagaimana <limaksu<l ayal ( 4) Pasal ini tc1ja<li scsudah 
pcngangkatan, maka untu.k melanjutkan jabatannya diperlu.kan izin terluli.s dari 
Bupati. · · · 

(6) Anggota Dcwm Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi bail< langsung 
maupun tidakl.a.ngsung pada PD. BPR Bank Pasar atau Badan Hukum / Perorangan 
yang cliberi kmit oleh PD. BPR Bank Pasar. 
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9. Ketentuan Pasal 38 d.iubah clan d.ibaca sebagai beri.kut : 

Pasal 38 

PD. BPR Bank Pasar <lapat mclakukan kcrja sama dengan Pe1 bankan dan atau Lcmbaga 
Keuangan serta . lcmbaga lainnya <lalam usaha peningkatan modal, manajemcn <lan 
profesionalisme Perbankan. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal cliW1dangkan. 

Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmc1intahkan pcngundangan Pcraturan . 
Daeral1 ini dengan pcnempatannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten K.aranganyar . 
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